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PERATURAN DAERAH KABI.]PATEN BATANC HARI

NOMOR 1I TA}{LIN 2OOI

TENTANG

UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI]A ESA

BUPA'|I BATANG HARI,

bahwa untuk rnenyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan

bertanggung jarvab perlu upaya menggali sumber keuangan sendiri guna

menunjang pembangrrnan Kabupaten Batang Hari, sesuai dengan amanah

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana tlimaksud pada huruf a perlu

membentuk Peraturan l)aerah tenlang Uang Leges.

Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(t,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana

diubah dengan Undang-undang Nornor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung

Jabung (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1965 Nornor 50) ;

Undang-undang Nomor lli Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 1997 Nornar 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tan-rbahan Lembaran Negara Nomor

4048) ;

Undang - undang Nomor 22 Tahun 1gg9 tentang Penrerintahi:

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nor,:: :

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Lindang-undang Nomor J5 Tahun 1999 tentans Penmbr:::' "-:';ii:-;nr

.{ntar Pemenntah Pusat dan Daerah (Lembaran Negira L::.-- t -,J. -.:: 1

Tahun 1q!i) ).ornrrr- -1. Tan-rbahan Lemberan \el:;-a',,.*': -: 'i'i

",

I
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Peraturarr Perner-intarr No'ro r 25 J'ahur 2000 tentang Kervenangan
Pemerintalt dan Kervenahgan Propinsi sebagai l)aeralr otsnom (l-erntrara'
Ncgara ltepublik Incronesia 'rahun 2r,)00 Nonror 54, Tambahan Lenrbaran
Negara Nouror 3952):

Peiaturan Penrerintarr Nomor rt)5 T-ahun 2000 tentang pengeloraan dan
Perta*ggung;a*'aban Keuangan Daerarr ( Lenrbaran Negara nepubrik
Indonesia Talrun 2000 Nomor 20r. Tanbarran Lernbaran Negara Nomor
40ll ).

Keputusan Presiden Nomor 44 -r-ahun 
i 999 tentang Teknik penyusunan

Peraturan Perundang-untlangan dair Bentuk Ra.cangarr undang-undang,
Rancangan Peraturan perrerintah dan Rancangan Keputusan presicren

(Lenrbaran Negara Repubrik I'donesia 'r'ahu' 
r999 No'ror T0).

Dengan lrersetujualr

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KABUPATEN BATANC IJAITI

i\4EMUTUSK,,\ti
Merrarapka* : puRAl'URr\N DAERAH TENTANG un NG LEGES

BAB I

KE I'ENTUAN UMUiVI

Pasal I

Dalam Peraturan Daeralr ini, yang dirnaksud dengan :

6.

Daerah adalah Kalrupaten Batang Hari.

Pe'rerintah llaerah adarah pemerintah Karrupaten Batang Hari.

Kepala Daerah adalah Llupati Batang Hari.

Wakil Kepala Daerah aclalah Wakil Bupa{i Batang Hari.

Dinas Pendapatan Daerah aclalah Dinas penclapatan Daerah Kabupaten
Batang Hari.

Kas L)aerah adalah Kas Daerah.Kabupaten llatang Hari.

Uang I'eges adalah Pungutan s1'ah Pernerintah Daerah sebagai biar a
adnrinistrasi.

2.

3.

,lT.

:il ,gl .ii'
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BAB II

UANG LEGtsS

Pasal 2

Setiap surat izin" surat-surat keterangarr, tanda bukti pernbayararl, akta-akta, surat-surat berharga

atau surat-sr"rrat lainnya yang dianggap sejenis, yang dikeluarkan atau diberikan olelr Pernerintah

I)aerah bcserta segenap jajarannla- serta lladan-badan Usaha t'lilik Daerah, dikenakan pultgutan

Uang Leges.

Pasal 3

Besernya Uang Leges rnenurut macarn-macarn akta/surat adalah sebagai beriku{ :

Surat lzin Tempat Usaha :

a. Pedagang Kecil ...........,............................ j....

b. Pedagang Menengah ...........

c. Pedagang Besar

Surat Izirr Usaha Perdagangan :

a. Pedagang Kecil I{p. 7.500,-

Rp. 10.000,-

Rp. 20.000"-

b. Pedagang Menengah

c. Pedagang Besar

li3 Surat lzin Usaha Indr-rstri .

a. Industri Kecil .......... ... . ......... Rp. 5.000,-

b. Industri lvlenengah .::...,......,... Rp. 15.000,-

c. Industri Besar Rp. 25.000,-

4. Surat Izin Usa ha Bidang Jasa :

a. Jasa Kecil

Rp

Rp

Rp.

7.500,-

10.000,-

20.000,-

Rp. 2.504,-

Rp. 5.000,-

Rp. 10.000,-

5.000,-

15.000,-

25.000,-

):$t,-

5 00c.-

j

ri
,i

1
i

5. Surat Izin Pertarnbangan Daerah :

a. Periarnbangan Kecil ...

b. Pertambangan lvlenengah Rp.

c. Pertambangan Besar Rp.

Swat lzin NiendiAtn nangunan

u Burrunun\nn\tnnrrntn Rp

Rp
h Bangunan Permanen
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Surat lzin Mendirikan Bangunarr Industri dan Sural

Undang-unclang Gang.quan ..... .

Surat lzin pemborongan pemban_rjunan 
:

a. Kwalifikasi B

b. Kr.valifikasi lvl

c. Kwalifikasi K I

d. Kivalifikasi K 2

e. Krvalifikasi K 3

Izin

Rp 2,5.000,-I

Rp

Rp

Rp.

50.000,-

35.000,-

25.000,-

15.000,_Rp.

{. Non DRM / Golongan Ekonomi Lenteh

Surat lzin Trayek Kendaraan

Izin Penranfaatan Hutan ....

lzin Usaha Hutan Tanaman

Izin Pungutan Hasil Hutan .

a Dibarvah 50 ha

b. 50 ha sampai dengarr 100 ha

Izin Prinsip 
-.

Izin Prinsip Lokasi .

Rekornendasi perubahan Kendaraan .........

Rekornendasi perpindahan Wilayah Kendaraan

Surat Keterangan Nuurpang Uji Kendaraan ............,......

Surat Keterangan penclirian perusahaan Angkutan Umum

Surat Perjanjian Sewa <Iengan pernda

Kontrak Pekerjaan pemborongan pelnbangunan 
.

a. Golongan B ....,......

. ........ Rp. I0.000,_

Rp 5.000,-
9.

10.

1t.

12.

Rp

Rp.

Rp

5.000,-

100.000,_

100.000,-

l3

14.

15.

16.

17

18.

t9.

2A

Rp. -s.ooo,-

Rp. 10.000,-

Rp. 150.000,.

Rp. 100.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 7.500,-

Rp. 5.000,-

*Oj 10.000,-

Rp. 5.000,-

b. Golongan lVl

c. Colongan K I

d. GolonganK2

e. Golongan K 3

Rp. 100.000,-

Rp. 75.0A0,-

Rp. 50.000,-

Rp. 3s 000,-

Itp. 25.000,-

Rp. 10.000,-
I Golongan Ekonomi Lemah i DRlvl
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22,

?1. Kontrak Pekerjaan Jasa Kansullan

a. Grrlongan B

b. Golongan M 1

c. Golongan M 2

d. fiolongan K I

e. Golongan K.2

Kontrak Pemasok

a. Golongan B .. ..

Barang / Jasa :

b. Golongan lv{

c. Colongan K I

d. Colongan'K 2

23. Pengesahan Surat

24. Akta Ganti Narna

Keterangan i Surat Kuasa .,,

i25. Salinan Dafiar Pemiiik

26. Kivitansi Pernbayaran Rekerring pDAM

27. Akta.lual Beli Tanah

28. Surat Keterangan Untuk Nikah

29. Surat lzin Pemutaran Film

30. Surat lzin Penggunaan Bangunan Usaha

3i. Pengesahan Surat Perjanlian Seria lvlengenai:

a. Barang tsergerak

b. Barang Tidak Bergerak

32. Pengesalran Surat Rekornendasi Dokumen Tender :

a. Golongan B

b. Golongan tv4 I

c. ColonganM2

d. Golongan K I

e. Golongan K 2

f. Golongan K 3

Rp. 100.000,-

Rp. 80.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 35.000,-

Rp. 25.000,-

Rp. 5.000,-

Ilp. 10.000,-

Rp. 60.000.-

Rp. 50 000,-

Rp. 40.000,-

Rp. 35.000;-

Rp. 30.000,-

Rp 25.000;-

Rp. 2.500,-

iJ Srrnt

Rp. 100.000,-

Rp. 80.000,-

Rp. 50.000"-

Rp. 35.000,-

Itp. 5.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. ' 5.000,-

Itp. 500,-

Rp. 10.000,-

Rp. 5.000,-

I{p. ' 15.000,-

Rp. 15.000,-

13. Surat Keteransan Jalan Pa_s.Ialan \\.1\jA
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Surat Keterangan Jalan / pas Jalan WNI

Advis terhaelap Izin1'enrpat tJsaha dari Kepala Dinas

Teknis bersangkutan .............

Surat Knntrak Ilinjantan Alat Berat Milik penrda

Surat Penclaflaran Kembali IVNA keturunan Asing

Surat Keterangan Persyarutan Masuk WNI

Surat Keterangan Pindah Bagi IVNA

Surat l(eterangarl Pindah l3agi WNI

R.ekornendasi lzin Usaha perikanan . ....

Rekomenclasi lzin Usaha peternakan ....

surat Keterangan Pengirirna' Ikan, 'fernak dan Buah-Lruairan

llcrkas Dok unren Penarvaran

Fiskal Daerah .........

Krvitansi pembayaran rekening telepon.

1 000,-

36.

37.

38.

I

i:q
I

i

4A

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

I{p

Itp.

t{p.

Rp.

Rp.

Rp

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 1.000,-

Rp. 5.000,-

Rp 7.500,-

Rp, 7.500,-

Rp. 5.000,-

Kutipan Akta Catatan Sipil

a. Kutipan Akta Kelahiran

b. Kutipan Akta Perka*.inan

c. Kutipan Akta Perceraian .........

d. Kutipan Pengakuan, pengesahan dan pengangkatan Anak (Aclopsi)

48. Surat Rekornendasi

pasal 4

Uang Leges yang dipungut sel'ragaimana dimaksud pada Pasal 3 peraturan Daerah ini disetor ke
Kas Daerah.

BAB III

KETENI'UAN PENUTUI'

Pasal 5

Hal-hal l'ang belum diatur dalarn Pdraluran Daerah ini sepanjang lneugenai pelaksanaannya akan
diatur lebih laniut dengan Keputusan Bupati . :

Pasal 6.
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Pasal 6

Peraturan Dacrah ini rnulai trerlaku pada tanggal diundangkan.
.|

Agar setiap orang clapat mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penernpatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Batang Ilari.

Disahkan cli Muara Bulian

Pada'fanggal 4 April 2001

Diundangkan di N{uara Bulian

Pada Tanggal 4 April 2001

SEKRETARIS DAERAI.I KABUPATEN BATANG HARI

\
rll!irL
\ #'y

LEIvIBAR

1-AF{tiN

UDDIN EFFENDI

AH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR I I

BilTJL FATTA}I



PENJELASz\N

AT'AS

I]ERAT'LJRA}.J DAI]RAH KAI]UPAI"EN tsATANG HARI

NOMOR I I TAHLJN 2OO I

TENTANG

UANG LEGES

I PENJELASAN iiIv{UN4

Berdasarkan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan

tJndang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah, dalam rangka men,velenggarakan Otonorni Luas, nyata dan bertanggung

.iaivab- diperlukan ke*'enangan dan kemampuan rnenggali sumber keuangan sendiri yang

didukung oleh prerimbangan keuangan antara Pemerintah Pu.sat clan Daerah yang merupakan

prasvarat dalan Pemerintahan Daerah.

Surnber pendapatan rnenggali sunber keuangan sendiri bagi Pemerintah Daerah antara

lain adalah prngutan Uang Leges sebagairnana diatur dalarn Peraturan Daerah yang m€ngatur

setiap Surat Izin, Surat - surat Keterangan, Tanda Bukti Pembayaran, Akta - akta" Surat * surat

Berharga atau Surat - surat lainnya yang dianggap sejenis yang dilaksanakan atau diberikan

oleh Pernerintatr Daerah.

Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjarnin terlaksananya usaha Pemerintah

Daerah dirlam rneningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan

keuangan yang semakin meningkat akan nqpmberi manfaat besar bagi penrbiayaan pbmerintah

dan Pernbangunan Daerah, salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalarn

menunjang Otonomi Daerah adalah pungutan Uang Leges.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas


